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Setelah mengalami masa otoritarianisme politik selama hampir 40 tahun (1959-1998), Indonesia akhirnya
memasuki eratransis menuju demokrasi. Namun ironisnya, eratransisi tidak segera diikuti dengan tahap
konsolidasi demokrasi. Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR justru terperangkap ke dalam konflik politik
berkepanjangan. Konflik itu begitu serius sehingga Abdurrahman Wahid akhirnya diberhentikan dari
jabatannya sebagai presiden oleh para politisi partai besar melalui Sidang Istimewa MPR 2001.

Dalam kagjian itu, tesisini berusaha menjawab, mengapa terjadi konflik antara Presiden Wahid dan DPR sera
faktor-faktor apa yang melatarbelakangi konflik tersebut?

Konflik Presiden Wahid dan DPR bersumber pada dua faktor yang bersifat mendasar. Pertama, tidak adanya
platform politik dan visi bersama di antara para elite politik sipil dalam rangka mengakhiri rejim otoriter,
dan membangun kerangka demokratis untuk mengakomodasi format politik baru produk Pemilu 1999.
Kedua, terbentuknyaformat politik baru dengan sistem multipartai tanpa kekuatan mayoritas di DPR tidak
diikuti dengan reformasi kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan relasi kekuasaan Presiden, DPR, dan
MPR. Akibatnva, praktik politik DPR cenderung mengarah pada sistem parlementer sementara UUD 1945
bernuansa presidensial.

Selain faktor-faktor di atas, konflik selama periode kajian ini dipicu pula oleh beberapa faktor lain, baik
yang bersifat obyektif maupun subvektif. Faktor obyektif pertama adalah polarisas politik produk Pemilu
1999 di mana PDIP sebagai partai pemenang hanya memperoleh 153 kursi dari 500 kursi DPR Kursi
selebihnya diperoleh 20 partai lainnya, Ironisnyatidak adainisiatif PDIP yang mencal onkan M egawati
sebagai presiden untuk mengajak kerjasama dan koalisi dengan partai-partai lain. Konsekuensi logis sikap
diam Megawati tersebut, muncul koalisi partai-partai berbasis Islam "Poros Tengah" yang mencalonkan
Abdurrahman Wahid sebagai alternatif di luar Megawati dan Habibie. Solusi yang bersifat jangka pendek ini
berlanjut ketika Presiden Wahid menyusun kabinet atas dasar kompromi dengan pimpinan kekuatan politik
besar di DPR, trmasuk pimpinan TNI. Koalisi dan kompromi politik yang bersifat semu ini adalah faktor
obyektif keduayang melatari konflik politik yang menjadi fokus kajian ini.

Faktor-faktor subyektif yang menjadi sumber konflik adalah; pertama, berkembangnya personalisasi
kekuasaan yang dilakukan Presiden Wahid seperti bongkar pasang kabinet, indikasi keterlibatan dalam
kasus Bulog dan dana sumbangan Sultan Brunei, berbagai ancaman jika diatidak lagi menjadi presiden, dan
pengeluaran dekrit presiden yang memicu pemberhentiannya oleh SI MPR. Kedua, adalah kecenderungan
partai-partai besar non-PKB di DPR memanfaatkan personalisasi kekuasaan yang dilakukan presiden untuk
menjatuhkan Abdurrahman Wahid dalam rangka kepentingan kelompok masing-masing. Termasuk di dalam
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kategori kelompok ini adalah pembangkangan politik TNI/Polri yang kecewa karena kecenderungan
Presiden Wahid melakukan intervens terlampau jauh dalam kehidupan internal tentara dan polisi.



